Daiar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum
Berdasarkan Alasan Pemaaf
MUHAMAD SUHANDRI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Abidin, Andi Zainal, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Penerbit
Alumni, Bandung.

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan

(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang
(Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana Paramedia Group,
Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen,
& Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya
Padjadjaran, Bandung.

Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Setara Press,
Malang.

Asshiddigie, Jimly, 2010, Perihlm Undang-Undang, RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia “Perspektif Pembaruan
Hukum, Teori, dan Praktik Pengadilan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Farid, Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana | Cetakan Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta.

Gunarto, Marcus Priyo, 2014, Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus
Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana, Makalah Pada Penelitian
Hukum Pidana Dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum
Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta.

Gunarto, Marcus Priyo dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonstruksi Putusan Bebas
dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.



Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum

Berdasarkan Alasan Pemaaf

MUHAMAD SUHANDRI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ’ ) . ) . . . )
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Harahap, M. Yahya, 2008, Pembahasan Permasalahan dan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, Penerbit
Erlangga, Yogyakarta

, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.

, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.

HS, Salim dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Huda, Chairul, 2008, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada
‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ Tinjauan Kritis

Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana, Kencana, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2004, Bahan Kuliah Politik Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Latif, Yudi, 2020, Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan,
edisi komprehensif, Mizan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana,
Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam,
Liberty, Yogyakarta

, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakatra.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung.



Daiar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum

Berdasarkan Alasan Pemaaf

MUHAMAD SUHANDRI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ’ ) . ) . . . )
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik,
Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2012, Hukum Acara Pidana “Normatif, Teoritis, Praktik dan
Permasalahannya”, PT. Alumni, Bandung.
ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta
Buku, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, IImu Hukum, Edisi Revisi (Terbaru), Citra Aditya
Bahkti, Bandung.

Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, editor penerjemah: J. E.
Sahetapi, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Sinaga, Dahlan, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara
Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan
Bermartabat), Nusa Media, Bandung.

Soedirjo, 1981, Kasasi Dalam Perkara Pidana “Sifat dan Fungsi”, Ahliyah,
Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta.
dan Sri Mamuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.



Daiar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum
Berdasarkan Alasan Pemaaf
MUHAMAD SUHANDRI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sumardjono, Maria SW., 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian [Imu Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supramono, Gatot, 1991, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi
Hukum, Djambatan, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung.
B. Perturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.l.R), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui
(R.1.B).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum
Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara dan Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958. LN 1958/127/; TLN
No0.1660).

C. Karya llmiah

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni
2015.

Gani, Andika Wahyudi, 2019, “Eksistensi Nilai Budaya Siri’ Na Pacce Terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Asas Legalitas Pada Masyarakat
Bugis-Makassar”, Ringkasan Disertasi, Program Doktor IImu Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kaban, Aditya Pranata, 2013, “Analisis Hukum tentang Kepentingan Umum
Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP di Indonesia Sebagai Alasan Penghapus
Pidana dalam Kegiatan Pers”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Medan.



Daiar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum
Berdasarkan Alasan Pemaaf
MUHAMAD SUHANDRI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Hak Uji Materiil dan dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman
Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia,
Volume. 13 Nomor 02 — Juni 2016.

Ramelan, “Kasasi Terhadap Putusan Bebas”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2
Nomor 3, September 2009.

Setyanegara, Ery, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila
(Ditinjai dari Keadilan Substantif)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan
Tahun ke-43 Nomor 4 Oktober-Desember 2013.

Sudrajat, Wahyu, 2016, “Tinjauan Kritis Terhadap Ketentuan Putusan Bebas dan
Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Menurut Pasal 191 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana”, Tesis, Program Studi Magister Hukum
Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriyono, 2017, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
Hukum (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 865 K/Pid.Sus/2013)”, Tesis,
Program Studi Magister llmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
Semarang.

D. Putusan

Putusan Nomor PUT/05-K/PM.I1-10/AD/1/2011. Diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, pada tanggal 24 Maret 2011.

Putusan Nomor 254/Pid.B/2014/PN.Tbt. Diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, pada tanggal 15 Juli 2014.

Putusan Nomor 391/Pid.B/2014/PN.Psp. Diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, pada tanggal 23 September 2014.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Bla. Diucapkan dalam persidngan yang terbuka
untuk umum, pada tanggal 6 April 2016.

Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl. Diucapkan dalam Persidangan yang
terbuka untuk umum, pada tanggal 28 Maret 2019.

Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2019/PN.Sda. Diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, pada tanggal 9 Maret 2020.



